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BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2)
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010, dan Surat menteri
Lingkungan Hidup Nomor B.5362/Dep.l-1/LH/07/2010, tanggal
19 Juli 2010 perihal Penyampaian Daftar Jenis Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang Wajib UKL-UPL, perlu menetapkan jenis
usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan
Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Jenis
Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan
Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);



10.

11.

12.
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004,
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun
2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10
Tahun 2011 tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 10);

Peraturan Bupati HSU Nomor 24 Tahun 2011
ttg Jenis dan Rencana Usaha/Kegiatan yang Wajib UKL-UPL dan SPPL
Hal 2 dari 5
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

(1)

2)

3)

Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.

Kantor Pengelola Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat KPLH adalah Kantor
Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah
kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan
pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup,
yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap
usaha dan/atau kegiatan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup,
yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di
luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 2

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal
wajib memiliki UKL-UPL.

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat
SPPL.

Jenis Usaha yang wajib memiliki UKL-UPL dan/atau yang wajib memiliki SPPL
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati HSU Nomor 24 Tahun 2011
ttg Jenis dan Rencana Usaha/Kegiatan yang Wajib UKL-UPL dan SPPL
Hal 3 dari 5
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Pasal 3

UKL-UPL dan SPPL disusun oleh Pemrakarsa atau konsultan yang ditunjuk oleh
Pemrakarsa.

Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada Kepala KPLH untuk jenis usaha
dan/atau kegiatan yang berlokasi di dalam daerah.

Kepala KPLH memberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL atau SPPL sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format
penyusunan UKL-UPL atau SPPL.

Kepala KPLH setelah menerima UKL-UPL atau SPPL yang memenuhi format
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pemeriksaan UKL-UPL atau
pemeriksaan SPPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang
menangani pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL.

Pasal 4

Kepala KPLH wajib :

a. melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan instansi yang
membidangi usaha dan/atau kegiatan dan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL
paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL; atau

b. melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL.

Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL atau SPPL
serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa waijib
menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Kepala KPLH waijib :

a. menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa; atau

b. memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya
SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.

Dalam hal Kepala KPLH tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKL-UPL atau SPPL yang
diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan
disahkan.

Peraturan Bupati HSU Nomor 24 Tahun 2011
ttg Jenis dan Rencana Usaha/Kegiatan yang Wajib UKL-UPL dan SPPL
Hal 4 dari 5
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Pasal 5

Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a
digunakan sebagai dasar untuk :
a. memperoleh izin lingkungan; dan

b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam
rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam izin
lingkungan.

Pasal 6

Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan kepada
pemrakarsa.

Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang
proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL, penerbitan rekomendasi UKL-
UPL atau persetujuan SPPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Diundangkan di Amuntai.
pada tanggal 5 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 5 Mei 2011

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

CAP / TTD

H.M.AUNUL HADI

HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.RISNADY BAHARUDDIN =—=IP. 196601710 198602 1003

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 24.
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